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PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

yang  dilangsungkan  secara  elektronik sesuai  Peraturan  Mahkamah

Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2019  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang

Pengadilan  Agama  tersebut  telah  menjatuhkan  penetapan  dalam

perkara  permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Itsbat Nikah  yang

diajukan oleh:

PEMOHON I,  NIK XXXX,  Fautben,  23  Januari  2004,  agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat

tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi

Nusa Tenggara Timur,  dalam hal  ini  menggunakan

domisili  elektronik  pada  alamat  e-mail:  XXXX,

sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXX, Oeleon, 26 Juli 2004, agama Islam,

pendidikan  SMP,  pekerjaan  Ibu  rumah  tangga,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Timor  Tengah

Selatan, Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

12 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-

court dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Soe tanggal 12 Februari

2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  menikah  menurut

tatacara  agama  Islam pada  tanggal  30  Desember  2023  yang
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dilaksanakan di Masjid yang beralamat di  Kabupaten Timor Tengah

Selatan  dengan  wali  nikah  yaitu  WALI  NIKAH selaku  Masjid,

dikarenakan  bapak  kandung  dari  Pemohon  II  beragama  Kristen

Protestan dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI

NIKAH serta mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 dibayar tunai;

2. Bahwa  pada  saat  melangsungkan  pernikahan  tersebut  antara

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak

melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum

Islam maupun  peraturan  perudang-undangan  yang  berlaku.  Yakni

kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada

hubungan darah/sesusuan;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan

Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal Kabupaten

Timor Tengah Selatan,  Provinsi  Nusa Tenggara Timur.  Pemohon I

dan  Pemohon  II  telah  dikaruniai seorang  anak  Perempuan  yang

bernama ANAK PARA PEMOHON, TTL, Oenino 07-11-2023

5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum

pernah  bercerai  dan  tidak  pernah  mendapat  gugatan  dari  pihak

manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  memiliki  bukti

pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor

Urusan  Agama  sampai  sekarang,  dikarenakan  Pemohon  I  tidak

mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan

Pemohon II secara resmi;

7. Bahwa  pada  saat  ini  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sangat

membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai

bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya

perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II

mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Soe  cq.  Majelis
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Hakim agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami

ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon

II;

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (PEMOHON  I)

dengan  Pemohon  II  (PEMOHON  II)  yang  dilangsungkan  pada

tanggal  30  Desember  2023  yang  dilaksanakan di  Masjid  yang

beralamat  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  Provinsi  Nusa

Tenggara Timur;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang

timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR:    

Jika Majelis Hakim berpendapat lain,  mohon  penetapan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon

hadir di persidangan;

Bahwa  jurusita  Pengadilan  Agama  Soe telah  mengumumkan

permohonan pengesahan  nikah  para  Pemohon  pada  papan

pengumuman  Pengadilan  Agama  tersebut  dengan  Nomor

8/Pdt.P/2024/PA.Soe tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa  perkara  dilanjutkan  dengan  pembacaan  surat

permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para

Pemohon dengan menambah keterangan bahwa Pemohon II memeluk

agama  Islam  sejak  tanggal  28  September  2022  dan  wali  nikah

Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid bernama WALI NIKAH;

Bahwa  para  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk,  NIK  XXXX,  atas  nama

PEMOHON  I  (Pemohon  I),  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah

Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 17 April 2023, bukti surat

tersebut  telah  di-nazegelen dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya
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ternyata  sesuai,  kemudian  oleh  Hakim  Tunggal  diberi  tanda  P.1,

diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk,  NIK  XXXX,  atas  nama

PEMOHON  II  (Pemohon  II),  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah

Kabupaten Timor  Tengah  Selatan,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,

tanggal  12  Mei  2023,  bukti  surat  tersebut  telah  di-nazegelen dan

telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai,  kemudian  oleh

Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Saksi:

1. SAKSI  PERTAMA PARA PEMOHON,  umur  35 tahun,  agama

Islam, pekerjaan Penyuluh Non PNS, tempat kediaman di Kabupaten

Timor Tengah Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

- bahwa  saksi  kenal  dengan  para  Pemohon  sebagai

tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri  yang

menikah secara Islam pada tanggal 30 Desember 2023 di Masjid

di  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  Provinsi  Nusa  Tenggara

Timur karena saksi hadir;

- bahwa  saat  menikah  Pemohon  I  berstatus  perjaka  dan

Pemohon II berstatus gadis;

- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah

imam masjid yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung

maupun wali nasab dari Pemohon II beragama Kristen Protestan;

- bahwa Pemohon II  menjadi  seorang muallaf  sejak tahun

2022;

- bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali  nikah

Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;

- bahwa wali  nikah  Pemohon II  seorang  muslim,  aqil  dan

baligh;

- bahwa  yang  menjadi  saksi  nikah  para  Pemohon  adalah

saksi  dan  SAKSI  NIKAH  serta  mahar  berupa  uang  sejumlah

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
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- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam

keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  sudah  dewasa,  beragama

Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II;

- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

sampai sekarang;

- bahwa sebelum menikah para Pemohon telah mempunyai

1 (satu) orang anak;

- bahwa  saksi  tahu  saat  ini  Pemohon  I  hanya  memiliki

seorang  istri  yaitu  Pemohon  II  sedangkan  Pemohon  II  hanya

memiliki  seorang  suami  yaitu  Pemohon  I  serta  para  Pemohon

belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak

pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon; 

- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan

nasab, semenda maupun sesusuan;

- bahwa  sampai  dengan  saat  ini  para  Pemohon  belum

memiliki Kutipan Akta Nikah;

- bahwa  tujuan  permohonan  para  Pemohon  untuk

mensahkan  pernikahannya  karena  para  Pemohon  sangat

membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi  pertama  tersebut,  para Pemohon

tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI KEDUA PARA PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam,

pekerjaan  PNS,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Timor  Tengah

Selatan,  dibawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai paman

Pemohon I;

- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri  yang

menikah  secara  Islam  pada  tanggal  30  Desember  2023  di

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

karena saksi hadir;
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- bahwa  saat  menikah  Pemohon  I  berstatus  perjaka  dan

Pemohon II berstatus gadis;

- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah

imam masjid yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung

maupun wali nasab dari Pemohon II beragama Kristen Protestan;

- bahwa Pemohon II  menjadi  seorang muallaf  sejak tahun

2022;

- bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali  nikah

Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;

- bahwa wali  nikah  Pemohon II  seorang  muslim,  aqil  dan

baligh;

- bahwa  yang  menjadi  saksi  nikah  para  Pemohon  adalah

saksi  dan  SAKSI  NIKAH  serta  mahar  berupa  uang  sejumlah

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam

keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  sudah  dewasa,  beragama

Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II;

- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

sampai sekarang;

- bahwa sebelum menikah para Pemohon telah mempunyai

1 (satu) orang anak;

- bahwa  saksi  tahu  saat  ini  Pemohon  I  hanya  memiliki

seorang  istri  yaitu  Pemohon  II  sedangkan  Pemohon  II  hanya

memiliki  seorang  suami  yaitu  Pemohon  I  serta  para  Pemohon

belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak

pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon; 

- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan

nasab, semenda maupun sesusuan;

- bahwa  sampai  dengan  saat  ini  para  Pemohon  belum

memiliki Kutipan Akta Nikah;
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- bahwa  tujuan  permohonan  para  Pemohon  untuk

mensahkan  pernikahannya  karena  para  Pemohon  sangat

membutuhkan bukti pernikahan;
-

Bahwa terhadap keterangan  para  saksi,  para Pemohon tidak

mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara

lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi

mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang

tercatat  dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari penetapan ini;
-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para

Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  permohonan  para  Pemohon  telah

diumumkan  oleh  jurusita  Pengadilan  Agama  Soe dengan  Nomor

8/Pdt.P/2024/PA.Soe  tanggal  13  Februari  2024  pada  papan

pengumuman  Pengadiilan  Agama  Soe  sebagaimana  Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi  Peradilan  Agama Buku II  Edisi

Revisi  2014 halaman  145  angka  11 juncto Keputusan  Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April

2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari

tidak  ada  yang  keberatan  dengan  permohonan  itsbat  nikah  para

Pemohon,  oleh  karenanya  pemeriksaan  permohonan  tersebut  harus

dilanjutkan;

Menimbang,  bahwa permohonan pengesahan nikah ini  telah

diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka

perkara  ini  termasuk  dalam  kompetensi  absolut  Peradilan  Agama,

sehingga dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami

istri  yang  menikah  berdasarkan hukum  Islam  namun  belum  tercatat
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pada  Kantor  Urusan  Agama.  Bahwa  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam

Pasal 7 angka (4) dikemukakan “Yang berhak mengajukan permohonan

itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan

pihak  yang  berkepentingan  dengan  perkawinan  itu”,  Bahwa

berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka

Pemohon I dan Pemohon II memiliki  legal standing (kewenangan dan

kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah

a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap sendiri ke

persidangan,  namun  oleh  karena  perkara  ini  merupakan  perkara

Voluntair  (permohonan),  maka  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan

dalam perkara ini  sebagaimana ketentuan Pasal  4 Ayat  (2) huruf  (d)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan

perkara  dengan  diawali  pembacaan permohonan yang  maksud  dan

isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  permohonan  para  Pemohon  pada

pokoknya  adalah  mohon  agar  perkawinannya  diitsbatkan  karena

sampai sekarang perkawinan antara  para  Pemohon belum dicatatkan

pada Kantor Urusan Agama  dan yang menjadi  pokok masalah dalam

perkara  ini  adalah  apakah  perkawinan  para  Pemohon  yang

dilangsungkan  pada  tanggal  30 Desember 2023 di  Kabupaten Timor

Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur sah menurut hukum?; 

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya

telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi

yaitu  SAKSI PERTAMA PARA PEMOHON dan  SAKSI KEDUA PARA

PEMOHON;

Menimbang, bahwa  bukti  yang diberi  tanda  P.1, P.2 telah  di-

nazegelen  dan telah  dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat
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formil  sebagaimana  maksud  Pasal  3  ayat  1  huruf  (b)  dan  Pasal  5

Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea  Meterai  juncto

Pasal 301 R.Bg juncto Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1 dan P.2 (Fotokopi  Kartu  Tanda

Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

mengenai  tempat  kediaman  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yakni  di

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soe, sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna  dan  mengikat sesuai  Pasal  285  R.Bg  juncto Pasal  1870

KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan

materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg.

dan Pasal  309 R.Bg.  sehingga membuktikan bahwa Pemohon I  dan

Pemohon  telah  menikah  secara  hukum  Islam  pada  tanggal  30

Desember 2023;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  para

Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah

secara Islam pada  tanggal 30 Desember 2023 di Kabupaten Timor

Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa  pernikahan  para  Pemohon  telah  dilaksanakan

berdasarkan syariat Islam;

3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor

Urusan Agama;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta  hukum  tersebut  di  atas,

Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa perkawinan adalah sah,  apabila  dilakukan

menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
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1  Tahun 1974 tentang Perkawinan  juncto Pasal  4  Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa dalam  Islam  sahnya  suatu  perkawinan

apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana maksud Pasal 14

Kompilasi  Hukum  Islam  serta  terbebas  dari  larangan  yang

menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal

39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal

tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti  sah menurut

peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di

KUA in casu perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat

diajukan  permohonan  pengesahannya  sepanjang  tidak  terdapat

halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1  Tahun

1974 tentang Perkawinan (vide  Pasal 7  Angka (3) huruf (e) Kompilasi

Hukum Islam juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2013

tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006

tentang Administrasi Kependudukan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim

Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengambil alih sebagai

pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab I’anatut Thalibin juz IV halaman

255 yang berbunyi: 

ذكر      امرأة على بنكاح الدعوى نحو     وفي من وشروطه صحته

عدول   وشاهدي ولي

Artinya: “Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang

perempuan  harus  dapat  menyebutkan  sahnya  dan

syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua

orang saksi yang adil”;
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Menimbang,  bahwa  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam

menyebutkan bahwa rukun perkawinan terdiri dari adanya calon suami,

calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah seorang muallaf dan wali

nasab dari Pemohon II tidak ada satupun yang beragama Islam, oleh

karenanya  Hakim  Tunggal  perlu  terlebih  dahulu  mempertimbangkan

tentang sahnya wali nikah dari Pemohon II;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  12  Peraturan  Menteri

Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, dalam

hal tidak adanya wali nasab, maka akad dilaksanakan oleh wali hakim

sebagaimana dalam perkara  a quo, wali nasab Pemohon II tidak ada

yang beragama Islam;

Menimbang,  bahwa sejalan  dengan pertimbangan diatas,  bagi

wanita yang tidak memiliki  wali  nasab untuk menikahkannya dengan

calon  suaminya,  maka  penguasa  (pemerintah)  yang  dapat

menggantikan  kedudukan  wali  nasab  wanita  tersebut  dalam

kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya,

sebagaimana hadits  Nabi  riwayat  Ibnu Hibban dari  Aisyah R.A yang

artinya:  “Penguasa  (Pemerintah)  adalah  wali  bagi  orang  yang  tidak

memiliki wali”; 

Menimbang,  bahwa pemerintah dalam hadits  tersebut  di  atas,

dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya

dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau

pembantu  penghulu  pada  kecamatan  dimana  perkawinan  tersebut

dilaksanakan,  yang ditunjuk oleh Kepala Seksi  Urusan Agama Islam

atas nama Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota tersebut,

Hal  tersebut sesuai  dengan ketentuan Pasal  3  Ayat  (1),  (2)  dan (3)

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005; 

Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  yang  bertindak  sebagai

wali nikah Pemohon II adalah seorang tokoh agama Islam atau ustadz

yaitu  seorang  Imam Masjid,  bukan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  3

Ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia
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Nomor  30  Tahun  2005,  Hakim  Tunggal  perlu  mempertimbangkan

beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain; 

1. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang

yang dianggap memiliki  ilmu pengetahuan di  bidang agama yang

cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali

nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab; 

2. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang

minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang,  bahwa  tentang  masalah  ini  Hakim  Tunggal

mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al-Muhtaaj

Li  Syarh  al-Minhaaj  Juz  20  Hal  308  yang  diambil  alih  menjadi

pertimbangan  Hakim  Tunggal  yang  menjelaskan  tentang  Wali

Muhakkam yang artinnya sebagai berikut:

”Jika  seorang  perempuan  tidak  mempunyai  wali  (nasab),

sebagian  Ulama  Syafiiyah  berpendapat  bahwa  diperbolehkan

bagi  seorang  perempuan  bersama  calon  suaminya

menyerahkan  urusannya  (perwaliannya)  kepada  seorang  laki-

laki  mujtahid  yang  adil,  agar  mujtahid  tersebut  menikahkan

perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut

adalah  muhakkam (orang  yang  dipersamakan  dengan  hakim)

dan muhakkam kedudukannya seperti  hakim.  Begitu  pula  bila

perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang

adil, maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah,

meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat

suatu  kepentingan  yang  mendesak.  Asnawi  berpendapat

kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan

untuk  kondisi  tiadanya  wali  hakim  bahkan  meskipun  terdapat

wali  hakim  pun  baik  dalam  perjalanan  atau  ditempat  tetap

diperbolehkan“;

Menimbang, bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila: 

1. Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan

calon suaminya;

2. Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanannya; 
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Menimbang,  bahwa  dari  yang  telah  dipertimbangkan  diatas,

Hakim  Tunggal  berpendapat  bahwa  penunjukan  tokoh  agama  atau

ustadz yaitu Imam Masjid oleh Pemohon II dan disetujui oleh Pemohon

I  sebagai  wali  nikah  Pemohon  II,  yang  dianggap  mempunyai

pengetahuan  yang  cukup  tentang  agama  Islam  dan  telah  terbiasa

menikahkan  banyak  orang  adalah  sah,  karena  telah  memenuhi  dua

unsur  di  atas  yaitu  tidak  ada  wali  nasab  Pemohon  II  yang  dapat

menikahkannya dengan Pemohon I,  ditambah lagi adanya kebiasaan

masyarakat  yang  segera  menunjuk  tokoh  agama  setempat  untuk

menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendapatkan wali,  dan

kondisi  yang  demikian  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  bentuk

kepentingan yang mendesak;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan di  atas,  Hakim

Tunggal berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah  sah  karena  telah  terpenuhinya

syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu

adanya wali nikah telah terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut telah

memenuhi  salah  satu  rukun  nikah  dan  syarat  sebagai  wali  nikah

sebagaimana  yang  ditentukan  pasal  14,  19,  20  ayat  (1)  dan  23

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  selain  itu  calon  mempelai  pria  wajib

membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk

dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah

memenuhi rukun dan syarat, selain memberikan kepastian hukum akan

hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak

psikologis  bagi  ketentraman  bathin  diantara  suami  istri  karena

mendapat  jaminan  hukum  bagi  pemenuhan  hak-hak  mereka  dalam

berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan

tujuan syariat  islam (maqashid al  syariah)  yaitu memelihara jiwa dan

nasab atau keturunan (hifdz al nasl);

Menimbang,  bahwa  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

telah  memenuhi syarat  perkawinan  sebagaimana  Pasal  2 ayat  1
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan

Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  tidak  terdapat  larangan

perkawinan sebagaimana  Pasal 8  Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  juncto Pasal 39, Pasal 40,

Pasal  41, Pasal  42, Pasal 43, dan Pasal  44 Kompilasi  Hukum Islam

antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda

dan sesusuan, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam

dan dapat  dinyatakan sah menurut  Undang-Undang Nomor  1  Tahun

1974 tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Pemohon I dan

Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  namun  oleh  karena  pernikahan

tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta terdapat

kepentingan yang nyata untuk mendapatkan kepastian hukum tentang

hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, menurut

pendapat Hakim Tunggal pengesahan pernikahan yang dilakukan oleh

Pemohon I  dan Pemohon II  tersebut merupakan sebuah pembumian

Mashlahat dan upaya menutup atau menolak kemudharatan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta  antara  Pemohon I  dan

Pemohon II telah secara nyata hidup sebagai suami istri dan selama itu

pula  tidak  ada  orang  yang  keberatan,  maka  Hakim  Tunggal  dapat

menetapkan  bahwa  hubungan  hukum  (rechts  bettrekking)  antara

Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan

dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

permohonan  tersebut  terdapat  cukup  alasan  untuk  diitsbatkan

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas  maka  permohonan  para  Pemohon  telah  terbukti

beralasan menurut hukum, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat

permohonan itsbat Nikah a quo cukup beralasan dan harus dikabulkan

dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I)

dengan Pemohon II  (PEMOHON II) yang dilaksanakan secara Islam di
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada

tanggal 30 Desember 2023;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  para  Pemohon  mengajukan

perkara  melalui  instrumen  hukum  berperkara  secara  prodeo

berdasarkan  persetujuan  Kuasa  Pengguna  Anggaran  Pengadilan

Agama Soe, maka biaya perkara ini  dibebankan kepada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Soe Tahun Anggaran

2024  Nomor:  SP  DIPA-005.04.2.402821/2024  tanggal  27  November

2023 yang telah direvisi pada tanggal 7 Februari 2024;

Memperhatikan  segala  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan
MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I)

dengan  Pemohon  II  (PEMOHON  II) yang  dilaksanakan  pada

tanggal 30 Desember 2023 di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal,

penetapan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari

Senin tanggal  4 Maret  2024  Masehi,  bertepatan dengan tanggal  23

Sya`ban 1444 Hijriyah,  oleh Fauziah Burhan, S.H.I. sebagai  Hakim

Tunggal dan dibantu oleh Safiin Madar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera

Sidang dan  telah  dikirim  secara  elektronik  melalui  sistem  informasi

pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Sidang,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Safiin Madar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
Rp  
00.000,00

2. Proses Rp  00.000,00

3. Panggilan Rp 00.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp  10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)
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